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ABSTRAK 
 
Nurbaity, Alfira Febbytia. 2019. Analisis Sharia Compliance Pada Pembiayaan 
Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil di KSPS BMT RAMADANA Salatiga. 
Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi DIII 
Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing :Qi 
Mangku Bahjatullah, Lc.,M.SI. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang 
belum mengerti tentang implementasi akad pada lembaga keuangan syariah. 
Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak 
jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dan juga masih terdapat 
penyimpangan dari konsepsi lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip 
syariah, serta mengingat bahwa pentingnya suatu penerapan Sharia Compliance 
dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah dan ba'i bitsaman ajil dengan 
kesesuaian sharia compliance di KSPS BMT RAMAdana Salatiga. 
Metode penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif berupa penjelasan, 
uraian, dan penjabaran, yang memberikan gambaran dari hasil observasi yang 
kemudian diperkuat dengan bukti dari pendapat para ahli melalui informasi 
terkait. Pendekatan analisis deskriptif  yaitu membuat deskripsi atas suatu 
fenomena yang terjadi di lapangan dengan melalui pihak-pihak yang terkait, 
dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi mekanisme atau 
prosedur akad murabahah dan ba‟i bitsaman ajil di KSPS BMT RAMAdana 
sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang 
mensyaratkan mitra/anggota/mitra usaha mengajukan permohonan pembiayaan 
kepada KSPS BMT RAMAdana untuk memberikan barang/alat yang dibutuhkan, 
sesuai klasifikasi. Diajukan secara tertulis, dan melengkapi data-data yang 
dibutuhkan. Dari segi analisis sharia compliance, prosedur, objek, harga, margin, 
uang muka, jaminan, denda atau kifarat, serta potongan pelunasan (muqasah) 
telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) yang mengatur 
masing-masing unsur tersebut. 
 
Kata Kunci : Sharia Compliance, Pembiayaan, Murabahah dan Ba'i 
BitsamanAjil, KSPS BMT RAMAdana 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sistem keuangan Islam berbeda dari sistem keuangan yang 
menggunakan sistem konvensional. Salah satu aspek mendasar yang 
membedakan sistem keuangan syariah dan konvensional adalah mengenai 
kepatuhan pada prinsip syariah (sharia compliance). Kepatuhan pada 
prinsip syariah (sharia compliance) inilah yang menjadi pembeda utama 
antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan 
konvensional. 
Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan 
syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. 
Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen 
resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko. 
Kepatuhan syariah (sharia compliance) juga memiliki standar 
internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial 
ServiceBoard (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari 
tata kelola lembaga(Kian, 2016 : 6). 
Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi 
kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, untuk memastikan 
kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan ketentuan fatwa 
DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan 
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untuk mengontrol operasional lembaga keuangan syariah agar tidak keluar 
dari koridor, disiplin dan usaha dalam upaya  meminimalisir resiko. 
Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga 
keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh 
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jumlah anggota DPS sekurang-
kurangnya 2(dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang bagi 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah(Muhammad, 2011 : 31). 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak 
atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
ada di dalam syariah.    
DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan 
syariah (sharia compliance), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui 
ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan 
terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur 
utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan 
syariah. 
Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 
setiap Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) maupun Industri 
Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuan-
ketentuan syariah telah menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dengan kepatuhan syariah (sharia compliance). 
Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh 
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DSN-MUI yang menjadi acuan bagi industri IKBS dan IKNBS dalam 
menjalankan aktifitasnya di bidang keuangan syariah(Nurhisam, 2016). 
Dalam suatu lembaga keuangan memiliki peran utama yaitu 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada 
masyarakat. Bagian terbesar dana operasional lembaga keuangan adalah 
penyaluran dana kepada masyarakat(Ismail, 2010 : 5).Begitu juga dengan 
lembaga keuangan mikro.  
Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang memberikan jasa 
keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah 
kebawah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah 
berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Salah satu lembaga keuangan mikro 
syariah yang aktif dalam menyalurkan dana kepada masyarakat adalah 
Baitul Maal wat Tamwil atau BMT.BMT merupakan lembaga keuangan 
mikro dengan prinsip syariah yang mempunyai karakteristik khususyaitu 
bentuk lembaga keuangan berbasis syariah dengan prinsip bebas riba, yang 
menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan 
lembaga(Dewi, 2017 : 96). 
Konsep maal mengandung nilai sosial dimana BMT sebagai 
lembaga keuangan mikro berperan untuk menghimpun dana dan 
menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infaq, 
sadaqoh(ZIS)secara produktif. Selain itu terdapat konseptamwil yang 
mengandung nilai bisnis komersil yang menghimpun dan menyalurkan 
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dana kepada masyarakat menengah kebawah untuk kegiatan bisnis 
produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan.  
Menurut Antonio,(2001 : 37) dalam bukunya, Baitul Maal wa-
Tamwil (BMT), merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang 
berbentuk koperasi, yang saat ini banyak muncul di Indonesia dan 
bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah. Berupaya 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi 
bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Salah satu fungsi utama 
BMT tidak lain adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran 
dana dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah atau 
anggota yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk 
konsumsi, berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, 
musyarakah, qardh dan lain-lain. 
BMT RAMAdana merupakan salah satu lembaga keuangan mikro 
syariah yang berbasis koperasi yang berada di Indonesia khususnya di 
Kota Salatiga dan tentunya melaksanakan fungsi intermediasi keuangan 
(financial intermediary function) yaitu menghimpun dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat yang membutuhkan. BMT ini mampu melayani 
kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. 
Meyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BMT Ramadana 
menggunakan akad bagi hasil yaitu mudharabah dan murabahah untuk 
akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah 
pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah. Hal ini 
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dikarenakan akad murabahah merupakan akad jual beli yang mudah 
untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan.  
Dalam aplikasinya, menurut Ilmi, (2002 : 3) murabahah 
merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual 
sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga perolehan 
atau harga beli ditambah dengan keuntungan. Walaupun akad murabahah 
ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang 
implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada 
lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan 
konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. 
Hasil riset Direktorat Riset dan Pengaturan Perbankan Bank 
Indonesia (DPNP-BI) bekerjasama dengan 4 universitas di Jawa (Jawa 
Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur) pada tahun 2000 
menunjukkan masih banyak terjadi kesalahpahaman dan rendahnya 
pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Sebanyak 94% dari 
4000 responden yang telah dijelaskan mengenai sistem perbankan syariah 
mengakui sistem bagi hasil (profit sharing) adalah sistem yang dinilai 
universal dan dapat diterima karena bersifat menguntungkan baik bagi 
Bank maupun bagi nasabah. Disamping itu awareness masyarakat akan 
eksistensi sistem perbankan syariah juga relatif tinggi (79 %).   
Namun pemahaman tentang keunikan dan karakteristik dari 
produk-produk lembaga keuangan syariah masih sangat rendah. Bahkan 
terdapat kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat yang menganggap 
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bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan 
konvensional (10,2% dari 1500 responden). Sedangkan bagi hasil atau 
marjin/mark-up akad murabahah (prinsip jual beli) yang digunakan 
lembaga keuangan syariah dianggap sama saja dengan bunga (16,5% dari 
1500 responden).    
Penyimpangan dari konsepsi lembaga keuangan syariah akan 
menghilangkan jati diri dan keunikan lembaga keuangan syariah itu 
sendiri, yang akan menghilangkan eksistensi lembaga keuangan syariah. 
Oleh karena itulah, berdasarkan latar belakang diatas, mengingat bahwa 
pentingnya suatu penerapan Sharia Compliance dalam Lembaga 
Keuangan Mikro yang sangat dekat kaitannya dengan masyarakat 
ekonomi menengah bawah, maka penulis tertarik memfokuskan dan 
mengangkat judul Tugas Akhir mengenai: ANALISIS PENERAPAN 
SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBIAYAAN  MURABAHAH DAN 
BA‟I BITSAMAN AJIL DI KSPPS BMT RAMADANA SALATIGA.  
B. Rumusan Masalah 
Agar masalah pada Tugas Akhir ini tidak terlalu luas, maka yang menjadi 
pokok dalam penulisan adalah :  
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah dan Ba‟i Bitsaman 
Ajil pada KSPPS BMT RAMAdana? 
2. Bagaimana penerapan Sharia Compliance pada pembiayaan 
Murabahah dan Ba‟i Bitsaman Ajil di KSPPS BMT Ramadana? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dan dijadikan arahan atas apa 
yang harus dilakukan dalam penelitian penulisan Tugas Akhir ini 
adalah :  
a. Mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah dan 
Ba‟i Bitsaman Ajil pada KSPPSBMT RAMAdana. 
b. Mengkaji bagaimana penerapan Sharia Compliancepada 
pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil di KSPPS BMT 
RAMAdana. 
2. Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian dan 
penulisan Tugas Akhir ini antara lain : 
a. Bagi Penulis  
Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah, 
dan sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori keilmuan 
yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam prakteknya di 
lapangan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
mengenai Sharia Compliance itu sendiri dan bagaimana suatu 
BMT menerapkan Sharia Compliance pada produk pembiayaan 
yang diberikan. Manfaat khususnya bagi peneliti yaitu sebagai 
syarat kelulusan Diploma III Perbankan Syariah untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya Ekonomi Syariah di IAIN Salatiga.  
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b. Bagi IAIN  
Penelitian ini di harapkan akan memberikan informasi 
yang berguna bagi akademis dan menjadi referensi dalam 
penelitian selanjutnya sebagai perbandingan.  
c. Bagi BMT  
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Sharia 
Compliance dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur. Hasil 
penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi BMT 
terutama dalam pengambilan kebijakan dalam pemberian 
pembiayaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.  
D. Metode Penelitian 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini metode penelitian yang 
dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
analisis deskriptif. Penelitian kualitatif berupa penjelasan, uraian, dan 
penjabaran, yang memberikan gambaran dari hasil observasi yang 
kemudian diperkuat dengan bukti dari pendapat para ahli melalui 
informasi terkait. Pendekatan analisis deskriptif  yaitu membuat deskripsi 
atas suatu fenomena yang terjadi di lapangan dengan melalui pihak-pihak 
yang terkait, dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, serta 
menggunakan metodepengumpulan data normatif, yaitu mencari data-data 
berupa buku-buku atau data-data tertulis lainnya yang memiliki korelasi 
dengan objek penelitian. 
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1. Sumber Data  
Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, 
yaitu data primer dan data sekunder :  
a. Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber 
secara langsung. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan 
observasi (Asnawi dan Mansyuri, 2009: 153). Hal-hal yang 
ditanyakan pada saat wawancara dengan kepala bagian 
pembiayaaan di  KSPPS BMT RAMAdana adalah hal-hal yang 
menyangkut dengan penerapan Sharia Compliance atau Kepatuhan 
Syariah dalam pembiayaan.   
Sedangkan untuk observasinya penulis akan mengamati 
perilaku atau kebijakan-kebijakan yang terjadi di KSPPS BMT 
RAMAdana selama masa penelitian atau selama masa magang di 
BMT tersebut, kurang lebih selama dua bulan. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langsung. Dapat berasal dari buku atau sumber lainnnya yang 
berkaitan dengan perusahaaan. Seperti buku panduan operasional 
dan informasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai data 
pendukung penelitian (Asnawi dan Mansyuri, 2009 : 155). Data 
sekunder ini bisa didapatkan dari media cetak seperti majalah dan 
koran, wacana buku, artikel tentang Sharia Compliance, 
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sumberinternet, dan publikasi lainnya atau dokumen-dokumen 
yang berkaitan. Selain itu bisa juga berasal dari media online 
maupun dari situs penyiaran.  
2.Teknik Pengumpulan Data  
a. Observasi  
Menurut Djaelani, (2013 : 84) dalam jurnal Majalah Ilmiah 
Pawiyatan yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dalam 
Penelitian Kualitatif, metode observasi dilakukan dengan cara 
mengamati perilaku, kejadian atau kegitan yang terjadi selama 
masa penelitian. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut 
agar mengetahui kejadian atau kegiatan yang berlangsung saat itu.  
b. Wawancara   
Menurut Djaelani, (2013 : 87) mengemukakan bahwa 
wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara 
langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 
dengan bagian manajerpembiayaan.  
c. Dokumentasi  
Dokunentasi disini mempunyai arti metode pengumpulan 
data dengan menggunakan data-data perusahaan baik dari laporan 
perkembangan usaha perusahaan maupun dari data-data lainnya 
yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dijadikan bukti autentik.  
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E. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan kejelasan pembahasan dalam menyusun Tugas 
Akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian. 
Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, setiap bab saling 
berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu 
sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab ini terdiri dari hal-hal yang berkaitan dan berhubungan 
dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II LANDASAN TEORI  
Dalam bab ini membahas tentang penelitian sebelumnya yang telah 
ada dengan tujuan sebagai referensi maupun pembanding guna 
menentukan beda penelitian serta menjelaskan teori dimaksudkan sebagai 
bab untuk mengantarkan pada pembahasan-pembahasan teori dan 
penelitian sebelumnya tentang penerapan Sharia Compliance pada 
pembiayaan.  
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN  
Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, 
seperti sejarah, visi, misi, tujuan, lokasi,landasan pendirian dan struktur 
organisasi KSPPS BMT RAMAdana, serta bidang organisasi, yang berisi 
ruang lingkup dan wewenang, produk-produk KSPPS BMT RAMAdana, 
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data deskriptif, klasifikasi kolektabilitas pembiayaan serta laporan bidang 
usaha dan informasi lainnya yang dianggap perlu.  
BAB IV ANALISIS DATA  
Dalam Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian, didalamnya 
memberikan suatu analisis data dari data-data yang telah diteliti.  
BAB V PENUTUP  
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian 
yang dilakukan.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Telaah Pustaka 
Pada dasarnya sebuah penelitian tidak murni berawal dari nol, 
melainkan telah ada acuan yang mendasari atas penelitian sejenis. Untuk 
menunjukkan keaslian penelitian ini maka diperlukan hasil penelitian 
terdahulu yang relevan dengan judul yang akan penulis teliti. Adapun 
beberapa penelitian terkait dengan masalah yang penulis ambil antara lain:  
Penelitian yang pertama menurut Waluyo(2016), dalam jurnalnya 
yang berjudul “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif”, berdasarkan 
penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif 
dengan data yang bersumber dari interview dan wawancara langsung 
dengan pihak perbankan. Menyatakan bahwa komitmen pelaksanaan 
kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa DSN belum berjalan efektif dan 
efisien. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh 
jajaran bank Syariah secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-
prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik 
kepatuhan. Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan 
syariah telah dilaksanakan namun belum optimal. 
Kemudian penelitian yang kedua menurut Anwar dan Edward  
(2016), dalam jurnal yang berjudul : “Analisis Sharia Compliance 
Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra se-
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kabupaten Jepara” yang menggunakan metode penelitian kualitatif, 
dengan menitikberatkan pada tiga unsur yaitu tingkat pendidikan, 
pemahaman produk bagi pegawai, serta sistem manajemen yang 
menunjang. Menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan pegawai 
dan anggota yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan perbankan 
syariah, serta pengasahan tentang implementasi akad-akad produk 
perbankan syariah penting dalam penerapan Sharia Compliance. Agar 
tujuan utama sistem ekonomi Islam dilaksanakan dengan baik dan benar 
sampai akarnya sesuai konsep Islam. Selain itu keberadaan sistem 
manajemen berbasis IT yang sesuai dengan prinsip dan tata kelola syariah, 
baik dari sisi akuntansi maupun pengelolaan sangat membantu dalam 
penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah.  
Selanjutnya penelitian yang ketiga di tulis oleh Budiono(2017), 
yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan 
Syariah”, yang membahas mengenai pentingnya penerapan prinsip 
syariah dan kondisi penerapannya oleh lembaga keuangan syariah (LKS). 
Menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) adalah hal yang sangat urgent. Demi mencapai kondisi 
penerapan syariah, diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya 
yang dipandu fatwa Dewan Syariah Nasional, Undang-Undang maupun 
peraturan lain yang mensupport sebagian dari tujuan tersebut. Dari hasil 
penelitian ini, masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun 
LKS yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu 
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untuk dibenahi. Terdapat LKS yang melakukan hilah atau trik guna 
mengambil riba. 
Kemudian penelitian yang keempat menurut Prabowo dan 
Jamal(2017), dengan judul “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap 
Praktik Kepatuhan Syariah Dalam PerbankanSyariah.”Dengan 
mengadopsi metode analisis berdasarkan konten doktrinal dengan 
menerapkan empat jenis pendekatan hukum, sejarah, Fiqh/filsafat, 
perbandingan, dan analisis kritis. Menyatakan bahwa fungsi dan peran 
DPS dalam perbankan syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan 
manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang pada 
gilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas. Pelanggaran 
kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan 
kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk itu 
peran DPS pada perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan. 
Diantaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses 
yang lebih selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan 
mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. 
Ke-lima yaitu penelitian Mardian (2015), yang berjudul: “Tingkat 
Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”. Jurnal ini 
menyatakan bahwa upaya pemenuhan terhadap kepatuhan syariah telah 
dilakukan oleh DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun 
berbagai keterbatasan terutama sumber daya manusia di bank Syariah 
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menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di 
samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap 
menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum 
maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. 
Penelitian yang terakhir ditulis oleh Ardha (2015), yang berjudul 
“Analisis Kepatuhan Bank Syariah dalam Praktik Pembiayaan 
Musyārakah terhadap Prinsip Syariah”.Metode penelitian yang 
digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Unit analisis 
penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh. 
Data dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan membandingkan 
pelaksanaan pembiayaan musyarakah di PT. Bank BNI Syariah dengan 
Fatwa DSN No/08/DSN-MUI/2000 dalam hal kepatuhannya terhadap 
Prinsip Syariah pada tahun 2014. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa 
pada fase permulaan pembiayaan, masa pembiayaan, dan setelah 
pembiayaan BNI Syariah tidak didapati melanggar prinsip syariah seperti 
pelarangan ribā, maysīr, tadlīs, dan gharar. Praktik pembiyaan di Bank 
BNI Syariah juga telah sesuai dengan Fatwa DSN No/08/DSN-MUI/2000.  
Dari beberapa penelitian di atas, terdapat persamaan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan penulis, yaitu membahas mengenai 
kepatuhan syariah atau sharia compliance pada lembaga keuangan syariah. 
Disisi lain terdapat pula beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu 
diatas dengan penelitian ini, antara lain tentunya objek yang diteliti, 
kemudian perbedaan produk yang diteliti dan perbedaan ketentuan hukum 
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yang dijadikan pedoman dalam mengukur suatu kepatuhan syariah (sharia 
compliance) tersebut. Adapun ringkasan mengenai penelitian terdahulu 
adalah sebagai berikut :  
Tabel 2.1 
Pembanding Penelitian 
 
NO JUDUL dan  
PENELITI 
HASIL PENELITIAN 
1. Kepatuhan Bank 
Syariah Terhadap 
Fatwa DSN Pasca 
Transformasi ke Dalam 
Hukum Positif. 
Agus Waluyo (2016) 
Komitmen pelaksanaan kepatuhan bank 
Syariah terhadap fatwa DSN belum 
berjalan efektif dan efisien. Fungsi 
kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan 
kepada seluruh jajaran bank Syariah 
secara normatif telah dilaksanakan sesuai 
prinsip-prinsip kepatuhan, budaya 
kepatuhan, manajemen risiko, dan kode 
etik kepatuhan. Peran DPS dalam sistem 
pengawasan terhadap kepatuhan syariah 
telah dilaksanakan namun belum optimal. 
2. Analisis Syariah 
CompliancePembiayaan 
Murabahah pada 
Gabungan Koperasi 
BMT Mitra se-
kabupaten Jepara. 
Aan Zainul Anwar dan 
Mohammad Yunies 
Edward(2016) 
Instrumen yang digunakan dalam 
penilaian dan peningkatan kepatuhan 
syariah adalah  : 
a. Peningkatan kualitas pendidikan 
pegawai dan anggota 
b. Pengasahan tentang implementasi 
akad-akad produk perbankan syariah  
c. Sistem manajemen berbasis IT yang 
sesuai dengan prinsip dan tata kelola 
syariah. 
3.  
 
Penerapan Prinsip 
Syariah Pada Lembaga 
Keuangan Syariah. 
Arief Budiono(2017) 
 
Instrumen yang digunakan untuk panduan 
dalam penerapan syariah, agar tercipta 
struktur pengawasan maupun 
penerapannya sesuai prinsip Islam yaitu 
beberapa regulasi yang terdapat atau telah 
di atur di Indonesia :  
a. Fatwa Dewan Syariah Nasional  
b. Undang-Undang   
Hasilnya masih terdapat ketidaksesuaian 
praktik LKS dengan regulasi dan perlu 
dibenahi. Terdapat LKS yang melakukan 
hilah atau trik guna mengambil riba. 
4. Peranan Dewan 
Pengawas Syariah 
Fungsi dan peran DPS pada perbankan 
syariah harus dioptimalkan. Diantaranya 
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Terhadap Praktik 
Kepatuhan Syariah 
Dalam Perbankan 
Syariah. Prabowo dan 
Jamal(2017) 
kualifikasi pengangkatan DPS harus 
diperketat melalui proses yang lebih 
selektif agar terpilih DPS yang mampu 
mengawasi dan mengawal operasional 
perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip 
syariah. 
5. Tingkat Kepatuhan 
Syariah di Lembaga 
Keuangan Syariah. 
Sepky Mardian(2017) 
Meskipun upaya pemenuhan terhadap 
kepatuhan syariah telah dilakukan oleh 
DSN, masih terdapat beberapa faktor 
keterbatasan yang menyebabkan 
penegakan kepatuhan syariah belum 
berjalan maksimal diantarnya  :  
a. SDM 
b. Masyarakat rasional yang belum siap 
menggunakan prinsip syariah secara 
murni  
6. Analisis Kepatuhan 
Bank Syariah dalam 
Praktik Pembiayaan 
Musyārakah terhadap 
Prinsip Syariah.  
Salmawati Ardha(2015) 
 
 
Membahas mengenai kepatuhan syariah 
dalam pelaksanaan pembiayaan 
Musyarakah dengan pembanding yang 
digunakan yaitu Fatwa DSN No/08/DSN-
MUI/2000  
 
B. Kerangka Teori 
Untuk mempermudah dalam memahami tulisan Tugas Akhir ini 
maka penulis memuat beberapa penjelasan tentang pengertian dari konsep 
penelitian sehingga bisa dijadikan acuan menguji atau mengukur variabel 
yang akan diteliti, meliputi :  
1. Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) 
a. Definisi Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
13/2/PBI/2011 yang dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, 
perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan 
terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah. Menurut Arifin(2006:2), makna 
kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam bank syariah adalah 
“penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam 
transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.  
Selain itu Ansori(2001:3), juga mengemukakan bahwa 
sharia compliance adalah salah satu indikator pengungkapan 
islami untuk menjamin kepatuhan bank islam terhadap prinsip 
syariah. Hal itu berarti sharia compliance sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan 
bank terhadap prinsip syariah. Sedangkan menurut 
Sutedi(2009:145), makna kepatuhan syariah secara operasional 
adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan 
syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. 
b. Prinsip Syariah  
Kemudian Prinsip Syariah itu sendiri adalah prinsip hukum 
islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksud adalah 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 
Sehingga kepatuhan syariah / sharia compliance yang dimaksud 
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merupakan kepatuhan suatu lembaga keuangan, terhadap fatwa 
yang di tetapkan oleh DSN-MUI. 
Prinsip utama yang harus dipatuhi Bank Syariah yaitu: 
1) Prinsip At-ta‟awun  
Yaitu saling membantu dan bekerjasama diantara anggota 
masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-
Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 
“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran…” (Q.S. 5:2) 
 
2) Prinsip menghindari Al-Iktinaz 
Yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur 
(idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi 
masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Q.S. An-
Nisa’ ayat 29 
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan 
perniagaaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 
kamu”. (Q.S. 4:29) 
 
3) Larangan Riba dalam berbagai bentuk transaksi 
4) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan 
perolehan keuntungan yang sah. 
5) Memberikan Zakat  
Jadi dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas, 
dapat  disimpulkan bahwa Kepatuhan (sharia compliance) 
diartikan sebagai “sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari 
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sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah” sebagaimana 
yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati”. Atau secara 
penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-
prinsip syariah. 
c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
Untuk menerapkan kepatuhan syariah terhadap lembaga 
keuangan syariah yang ada, Dewan Pengawas Syariah berfungsi 
memberikan advis kepada lembaga keuangan syariah, guna 
memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak terlibat dalam 
unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam(Arifin 2006:11). 
DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, 
yang merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan 
Syariah Nasional (DSN) pada Perbankan dan Lembaga Keuangan 
Syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang 
syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang 
ekonomi Perbankan. DSN merupakan bagian dari MUI yang 
bertugas menumbuhkembangkan penerapan nila-nilai syariah 
dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan 
pada khususnya, termasuk, usaha bank, asuransi dan reksadana.  
Peran DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga 
Keuangan Syariah Koperasi Syariah atau BMT agar tidak 
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah 
difatwakan oleh DSN-MUI. Dalam menjalankan tugasnya DPS 
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dituntut untuk mengikuti Fatwa DSN-MUI, dan melaporkan 
kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang 
diawasinya secara rutin kepada DSN-MUI, sekurang-kurangnya 
dua kali dalam satu tahun.    
Tugas utama DPS dalam Keputusan Dewan Syariah 
Nasional Nomor 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha 
meliputi perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah 
agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah 
difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sedangkan, fungsi 
utamanya adalah :  
1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada LKS yaitu 
direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor 
cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek 
syariah.  
2) Sebagai mediator antara LKS (BMT) dengan DSN dalam 
mengkomunikasi usul dan saran pengembangan produk dan 
jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian 
dan fatwa dari DSN.  
3) Memberikan opini syariah.  
Opini syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah 
dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan atau 
ketentuan syariah yang berkaitan dengan produk atau aktifitas 
LKS. Opini Syariah dapat dijadikan pedoman sementara 
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sebelum adanya fatwa DSN mengenai masalah 
tersebut(Arifin,2006:12). 
2. Pembiayaan, Murabahah, dan Bai Bitsaman Ajil 
a. Pembiayaan 
1) Definisi Pembiayaan 
Aktifitas yang tidak kalah penting dalam manajemen 
dana Bank dan juga BMT adalah pelemparan dana atau 
pembiayaan, yang merupakan aktifitas utama LKS, dan 
berhubungan untuk memperoleh pendapatan. Menurut UU 
No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah adalah : penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasakan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 
bagi hasil(Susilo:2017). 
2) Tujuan Pembiayaan  
Tujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 
untuk meningkatkan kesepakatan kerja dan kesejahteraan 
ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut 
Kasmir(2012:100), tujuan pembiayaan adalah untuk mencari 
keuntungan, membantu usaha anggota, dan membantu 
pemerintah.  
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Sasaran pembiayaan diarahkan kepada semua sektor 
ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, 
industri rumah tangga (home industry) perdagangan dan jasa. 
3) Prinsip Pembiayaan  
Dalam melakukan penelitian permohonan pembiayaan 
bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip 
utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon 
nasabah. Menurut Kasmir(2012:96), penilaian pembiayaan 
dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut: 
a) Personality  : Menilai nasabah dari segi kepribadian, 
mencangkup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan 
nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 
b) Party : Mengklasifikasikan nasabah dalam golongan 
tertentu berdasarkan modal, loyaitas serta karakternya. 
c) Purpose : Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 
pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang dinginkan 
nasabah. 
d) Prospect  : Menilai usaha nasabah dimasa yang akan 
datang.  
e) Payment : Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 
pembiayaan yang telah diambil, dari sumber mana dana 
pengembalian.  
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f) Profitability  : Meganalisis bagaimana kemampuan 
nasabah dalam mencari laba.  
g) Protection  : Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan 
mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa 
jaminan barang atau orang atau jaminan 
asuransi(Kasmir,2012:96).  
4) Jenis-Jenis Pembiayaan  
Menurut Antonio(2001:113), terdapat tiga jenis sistem 
pembiayaan diantaranya :  
a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil : mudharabah, 
musyarakah. 
b) Pembiayaan dengan sistem sewa : ijarah, ijarah muntahia 
bit tamlik. 
c) Pembiayaan dengan sistem jual beli: murabahah, ba‟i 
bitsaman ajil, salam, istishna.  
d) Pembiayaan dengan Sistem Jasa : qardh, ar-rahn.  
b. Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil 
1) Definisi Murabahah 
Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang 
cukup diminati diBMT,  karena karakternya yang profitable, 
mudah dalam penerapan, serta risk-factor yang ringan untuk 
diperhitungkan(Ilmi,2002:38). Definisi murabahah menurut 
fuqaha yaitu sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga 
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pokok barang tersebut ditambah mark-up atau margin 
keuntungan yang disepakati.  Dengan kata lain murabahah 
adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan 
memperoleh keuntungan margin yang disepakati oleh penjual 
dan pembeli dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad.  
2) Definisi Ba'i Bitsaman Ajil 
Sedangkan Bai‟ Bitsaman Ajil (BBA) secara harfiah 
berasal dari tiga kata yaitu ba‟i,tsaman, dan ajil. Ba‟i bermakna 
jual beli/transaksi, tsaman yaitu harga, dan ajil maknanya 
bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan 
namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian 
atau ditangguhkan. Tsamanajil maknanya adalah harga 
belakangan.  
Jadi Bai„ Bitsaman Ajil (BBA) yaitu pembiayaan yang 
diberikan kepada anggota dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
barang modal investasi, dengan sistem jual beli yaitu harga 
ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan 
dibayar secara angsuran(Muhamad,2000:8). Sama halnya 
seperti murabahah, hanya saja yang membedakan sistem 
pembayarannya, yaitu dengan pembayaran cicilan. 
 
 
 
27 
 
 
 
3) Rukun Murabahah dan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) 
Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada 
perjanjian jual-beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi 
rukun, antara lain sebagai berikut : 
a) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli, dan 
harus memenuhi persyaratan cakap secara hukum dan 
masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak ada 
unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. 
b) Adanya barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk 
barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat. Serta 
merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai 
dengan spefisikasinya antara yang diserahkan penjual dan 
yang diterima pembeli.  
c) Adanya sighat, ijab dan qabul. Harus jelas dan disebutkan 
secara spesifik dengan siapa berakad, barang maupun harga 
yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat 
menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian 
yang akan datang(Anshari, 2007:107). 
4) Asas-asas Perjanjian Murabahah dan Bai’ Bitsaman Ajil  
Kandungan atau syarat-syarat dari perjanjian murabahah dan 
ba‟i bitsaman ajil adalah sebagai berikut :  
a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah (harga 
pokok dan komponen keuntungan). 
28 
 
 
 
b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan, dan bebas dari riba. 
c) Penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara 
utang(Ridwan, 2003 : 79). 
5) Skema Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil 
 
Gambar 2.1 
Skema Murabahah dan Ba’i Bitsaman Ajil 
 
Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli 
sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan 
anggota. 
a) Mula-mula anggota datang ke BMT, untuk memesan 
barang yang diinginkan, bernegosiasi dan memenuhi 
persyaratan yang dibutuhkan, hingga mencapai kesepakatan 
antara pihak BMT dan anggota itu sendiri. 
b) BMT memesan atau membeli barang kepada pihak ketiga 
yaitu pemasok sesuai permintaan dari anggota, dengan 
harga yang disepakati antara BMT dan pemasok secara 
langsung, atau melalui wakil yang ditunjuk. 
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c) Barang yang telah dibeli BMT dijual kembali kepada 
anggota yang memesan, dengan murabahah, yaitu harga 
pokok perolehan ditambah dengan keuntungan margin yang 
telah disepakati diawal dengan anggota. 
d) Pembayaran oleh anggota kepada pihak BMT sesuai 
dengan kesepakatan diawal. 
 Murabahah yaitu apabila pembayaran dilakukan tunai 
dalam satu kali waktu. 
 Ba'i Bitsaman Ajil yaitu apabila dilakukan dengan 
angsuran/cicilan dengan periode tertentu, yang telah 
disepakati diawal oleh pihak BMT dan anggota. 
 Besarnya keuntungan bersifat konstan atau tetap, tidak 
berkembang dan tidak berkurang, apalagi terkait oleh 
fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.  
 Kompensasi / rukhsah, yaitu apabila anggota mampu 
membayar lunas hutangnya lebih cepat dari waktu yang 
ditentukan, pengurangan beban pembayaran hutang 
mungkin terjadi, tergantung kebijakan yang diberikan 
oleh BMT yang bersangkutan(Ilmi 2002 : 38). 
e) Penyerahan barang kepada anggota yang memesan.  
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3. Regulasi, Pengawasan dalam Kepatuhan Syariah  
Ditetapkannya regulasi (UU, PBI dan Fatwa DSN) yang 
memiliki hubungan terhadap fungsi kepatuhan bank serta peraturan 
terkait perbankan syariah merupakan sebuah dukungan penguatan 
kelembagaan. Fungsi kepatuhan mendorong terciptanya budaya 
kepatuhan bank, membuat kebijakan atau prinsip-prinsip kepatuhan, 
menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan 
untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah acuan yaitu 
Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murabahah,DSN MUI NO:13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka 
dalam murābahah, DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang 
sanksi denda dalam pembiayaan murabahah, serta DSN MUI NO:23 
Tahun 2002 tentang potongan pelunasan (muqasah), yang kemudian 
dijadikan tolok ukur apakah implementasi produk Murabahah dan Ba'i 
Bitsaman Ajil yang diterapkan di BMT RAMAdana sudah sesuai 
dengan kepatuhan syariah atau belum. 
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BAB III 
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 
A. Sejarah KSPPS BMT RAMAdana Salatiga 
Salatiga merupakan kota kecil yang memiliki keragaman, baik dari 
segi keagamaan maupun dari penduduk yang ada di Kota Salatiga. Dari 
keadaan tersebut sektor ekonomipun berjalan dengan kompetitif, hal ini 
dapat dilihat dengan munculnya usaha-usaha, baik dari warga muslim 
maupun non muslim. Dari sektor ekonomi, kaum nonmuslim di Kota 
Salatiga sangat memegang peranan, terbukti dengan adanya minimarket 
sampai supermarket yang mayoritas dipegang oleh kaum nonmuslim. Para 
cendikiawan dan pengusaha muslim tergugah untuk mengembangkan 
usaha kaum muslim. KSPPS BMT RAMAdana didirikan dengan tujuan 
utama untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya 
dalam pemberdayaan umat. Dengan pembinaan sistem perekonomian yang 
baik dan menggunaka sistem syariah, tidak hanya dapat meningkatkan 
kesejahteraannya, namun juga dapat menciptakan kondisi masyarakat 
ekonomi yang kuat diarahkan untuk ikut memikirkan anggota masyarakat 
lain yang lemah. 
Berdirinya BMT “RAMA” kira-kira pada akhir tahun 2001 yang 
dipimpin oleh Bapak Zahroni di bawah naungan Yayasan Al-Muttaqin. 
Dengan menindak lanjuti terbitnya Akta Notaris tanggal 31 Januari 2007 
tentang pengesahan Badan Hukum, No.518/03/BH/XVI.31/1/2007. Yang 
sebelumnya dengan nama BMT “RAMA” menjadi Koperasi Simpan 
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Pinjam Syariah (KSPS) “RAMA”. Maka pada tanggal 1 Oktober 2007 
dilakukan serah terima pengelolaan KSPS BMT RAMA yang diwakili 
oleh Bapak Zahroni kepada pengurus KSPS BMT RAMA oleh Bapak 
Sutrisna, selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu 1 Oktober 2007, 
dilakukan pengangkatan manajer dengan surat keputusan pengangkatan 
manajer No.P.02/RAMA/X/2007. Manajer yang diangkat untuk 
menjalankan operasional KSPS BMT RAMA mewakili pengurus adalah 
Bapak Faqih Nabhan. 
Perkembangan BMT RAMA sejak tahun 2001 sampai sekarang 
cukup baik, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya BMT yang 
berdiri di berbagai wilayah Salatiga. Berdirinya BMT RAMA diawali 
dengan kumpulnya kurang lebih 20 orang yang terdiri dari pengurus, calon 
pengelola, dan masyarakat sekitar pada akhir tahun 2001. Dengan modal 
awal sebasar Rp 10.000.000,00 berdirilah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 
“RAMA”, sebagai bentuk alternatif lembaga keuangan untuk masyarakat 
pengusaha kecil dan mikro serta menengah untuk mengatasi kesulitannya 
dalam pengembangan usaha melalui pemberian pinjaman yang tidak 
menggunakan sistem bunga. 
Baru kemudian pada tahun 2013 membuka cabang BMT 
RAMAdana. Pada awalnya kantor BMT RAMAdana masih menjadi satu 
dengan BMT RAMA di komplek masjid Pasar Raya, tetapi pada tanggal 4 
Januari 2014 kemarin sudah menempati kantor barunya walaupun belum 
begitu sempurna penyelesaian pembangunannya. BMT dalam beroperasi 
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menganut sistem bagi hasil sesuai dengan syariah islam. Kegiatan BMT 
adalah untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan usaha kecil 
maupun menengah serta usaha-usaha lain yang produktif, selain itu juga 
BMT berhak mengambil keuntungan sebagai haknya sesuai dengan 
syariah dan amanah. 
B. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT RAMAdana Salatiga 
1. Visi : 
BMT dengan layanan sepuluh ribu anggota dan aset 15 milyar pada 
tahun 2020. 
2. Misi : 
a. Meningkatkan kualitas layanan pada anggota sebagai upaya 
menciptakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
yang terpercaya. 
b. Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi simpanan 
anggota 
c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti perbankan, 
puskopsyah, inkopsyah dan lembaga keuangan lain. 
d. Meningkatkan jumlah pembiayaan pada anggota dengan tetap 
menjaga prinsip kehati-hatian. 
e. Menekan jumlah pembiayaan bermasalah. 
f. Meingkatkan kualitas manajemen. 
3. Tujuan : 
a. Menggapai mardhotillah. 
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b. Menciptakan lembaga keuangan rakyat berdasarkan syariah Islam, 
sebagai sarana peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat. 
c. Membebaskan umat khususnya para pengusaha kecil dan mikro 
dari kejeratan bunga dan rentenir. 
d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung 
C. Lokasi KSPPS BMT RAMAdana Salatiga 
Secara geografis KSPPS BMT RAMAdana terletak di Kota 
Salatiga, tepatnya di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) KM 1.8 Pulutan, 
Sidorejo, Salatiga. Letak KSPPS BMT RAMAdana tergolong strategis 
karena berada di jantung Kota Salatiga. Lokasi bangunan KSPPS berada di 
pinggir jalan Lingkar Salatiga menghadap ke barat. Di sebelah selatan 
KSPPS ada sebuah rumah makan yaitu Bale Raos, di sebelah utara KSPPS 
BMT RAMAdana akan dibangun sebuah pasar ikan untuk wilayah 
Salatiga dan sekitarnya, yang memiliki potensi luar biasa untuk dapat 
mengembangkan dan mengenalkan produk keuangan syariah. 
Tempat yang strategis tersebut menjadikan keuntungan tersendiri 
bagi KSPPS BMT RAMAdana, karena tanpa melakukan pemasaran untuk 
pembiayaan telah banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk 
menambah modal usaha mereka. Demikian gambaran singkat mengenai 
KSPPS BMT RAMAdana baik dari letak maupun lokasi bangunan. 
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D. Struktur Organisasi  
 
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi KSPS BMT RAMAdana periode 2018 -2020 
E. Ruang Lingkup Wewenang dan Mekanisme 
Kelembagaan KSPS BMT RAMAdana Salatiga berbadan hukum 
pra koperasi simpan pinjam Syariah (KSPS) sebagai sebuah koperasi 
struktur organisasi BMT RAMAdana terdiri dari pengurus dan pengelola 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagi berikut : 
1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
Hubungan organisasi : bertanggung jawab kepada rapat anggota BMT, 
dan membawai pengelola BMT 
Tugas dan Tanggung Jawab : 
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a. Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum untuk 
mendapatkan persetujuan rapat anggota 
b. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT agar tercipta kinerja 
yang sesuai dengan AD/ART 
c. Ikut serta dalam mensosialisasikan BMT 
d. Menyelenggarakan rapat pengurus pengelola untuk: 
1) Mendiskusikan laporan kemajuan bulanan dan tingkat keasetan 
BMT. 
2) Membicarakan segala masalah, terutama masalah-masalah 
stategis dan pemecahannya. 
3) Mempersiapkan laporan kepada PINBUK 
e. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan. 
1) Mendengarkan, menerima atau menolak laporan pertanggung 
jawaban pengurus 
2) Membebas tugaskan pengelola lama dan mengangkat pengelola 
baru jika tiba masa akhir tugasnya  
3) Membahas rancangan anggaran BMT dan rencana kerja 
tahunan yang akan datang 
4) Mengusulkan pembagian keuntungan tahunan BMT pada rapat 
anggota 
f. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan 
yang diajukan kepada BMT yang jumlahnya melebihi maksimum 
yang dapat di putuskan oleh pengelola. 
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g. Memberikan persetujuan berkala dari pengelolah mengenai 
laporan, meliputi : 
1) Laporan keuangan 
2) Laporan perkembangan pembiayaan  
3) Laporan kredit bermasalah 
4) Laporan penggalangan dana 
h. Memberikan persetujuan atau penolakan mengenai : 
1) Keanggotaan pendiri baru BMT 
2) Kerjasama pinjaman dengan pihak ketiga 
3) Pengusulan produk jenis simpanan atau pembiayaan 
2. Dewan Pengurus. 
Bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan dan membawahi 
pengelola BMT. 
Tugas Pengurus : 
a. Menyusun dan merumuskan kebijakan umum untuk mendapatkan 
persetujuan rapat anggota 
b. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT agar tercipta kinerja 
yang sehat sesuai dengan AD/ADR 
c. Menyelenggarakan rapat pengurus dan mengevaluasi laporan 
bulanan kinerja BMT 
d. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan BMT 
e. Membina hubungan terhadap jaringan atau instansi terkait dan 
pihak ketiga dalam hal penyelengaaraan dana/pinjaman. 
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Tanggung Jawab dan Wewenang : 
a. Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan 
wewenang yang di amanatkan 
b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan 
c. Mengesahkan laporan bulanan yang di ajukan manajer 
3. Dewan Pengawas 
Tugas dan tanggung jawab : 
a. Mengawasi dan mengevaluasi kerja BMT sesuai AD/ART 
b. Ikut serta mensosialisasikan BMT 
c. Mengusulkan dan merumuskan kebijaksanaan umum untuk 
mendapatkan persetujuan rapat anggota 
d. Menyelenggarakan rapat pengurus, pengelola guna mempersiapkan 
laporan kepada PINBUK, mempersiapkan bahan RAT dan 
mendiskusikan laporan bulanan guna mencapai kemajuan BMT 
e. Menyelenggarakan RAT guna laporan pertanggung jawaban 
pengurus membahas anggaran dan rencana kerja yang akan datang 
serta mengusulkan pembagian keuntungan 
f. Memberi persetujuan mengenai kerja sama pinjaman usulan 
produk dan keanggotaan pendiri baru BMT. 
4. Manager Marketing 
Atasan langsung : Pengurus 
Bawahan Langsung : Manajer cabang 
Tugasdan Wewenang : 
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a. Melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum dibidang 
pemasaran yang ditetapkan oleh pengurus. 
b. Memimpin dan mengarahkan teknis operasional sesuai dengan 
kebijakan dari pengurus. 
c. Membuat laporan secara periodik kepada pengurus 
d. Memeriksa dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya 
harian. 
e. Berhak memberikan teguran, kritik terhadap manager cabang 
dalam rangka memacu kreatifitas dan membentuk etos kerja yang 
baik dan professional. 
f. Mengatur tatacara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 
manager cabang dengan pendekatan ukhuwah islamiah. 
g. Mengusulkan pembukuan cabang baru kepada pengurus dan 
manager operasional  
Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas terciptanya target budget. 
5. Bagian Administrasi dan Pembukuan 
Atasan langsung : Manager pemasaran 
Bawahan langsung : Teler cabang  
Tugas : 
a. Melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum yang telah 
digariskan oleh pengurus. 
b. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya 
harian KSU Bintoro madani Demak. 
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c. Membuat laporan secara rutin kepada pengurus  
Wewenang : 
a. Mengatur distribusi kebutuhan inventarisasi dan kebutuhan kantor. 
b. Melakukan koordinasi terhadap teller yang berkaitan dengan 
administrasi dan pembukuan  
c. Mengusulkan pendanaan renofasi  
d. Melakukan pengurusan dana administrasi dan pembukuan kantor. 
Tanggung Jawab:  
a. Bertanggung jawab atas terlaksananya mekanisme pencatatan 
pelaporan dan kelancaran administrasi dan pembukuan. 
b. Bertanggung jawab atas pengarsipan berkas, surat dan dokumen 
administrasi dan pembukuan. 
6. Bagian Pembiayaan 
Tugas : 
a. Memeriksa permohonan pembiayaan yang masuk  
b. Membuat rencana survei, melakukan survei dan analisa hasil 
survei. 
c. Mengkoordinasikan dan mengkomitkan dari hasil pemeriksaan 
dilapangan  
d. Memproses data survei yang masuk untuk menemukan rasio 
kesehatan usaha calon anggota. 
e. Membina dan menangani pembiayaan yang bermasalah  
f. Memberikan infornasi kapan pembiayaan dicairkan. 
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g. Memberikan masukan ke general manager dalam hal data survei, 
sebagai bahan penentuan layak dan tidaknya permohonan dicairkan 
7. Kepala Bagian Cabang 
Atasan langsung : manager pemasaran 
Bawahan langsung : staf pemasaran kantor cabang dan teller cabang. 
Tugas dan Tanggung Jawab : 
a. Melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum yang telah 
digariskan oleh pengurus. 
b. Bersama staf pemasaran cabang menyusun strategi operasional 
yang berhubungan dengan tabungan, pembiayaan dan konfirmasi 
c. Mencari peluang untuk sumber-sumber dana murah yang dapat 
dihimpun dari anggota atau calon anggota  
d. Membuat laporan rutin kepada pengurus 
e. Bertanggungjawab atas terciptanya target pertumbuhan cabang  
f. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan administrasi 
laporan yang di susun oleh teller  
g. Bertanggung jawab atas kelengkapan berkas data pembiayaan 
Wewenang : 
a. Melakukan pembinaan yang berstruktur terhadap karyawan cabang 
demi peningkatan sumber daya insani. 
b. Menvalidasi pembiayaan 
c. Mendelegasikan tugas kepada staf pemasaran dan teller sesuai 
dengan kebutuhan 
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8. Teller Pusat 
Tugas : 
a. Melaksanakan dan menjabarkan kebijakan teknis yang 
dijabarkan oleh pengurus 
b. Berkoordinasi dengan teller cabang. 
c. Menandatangani pengambilan dan penyetoran uang tunai dari 
cabang. 
Wewenang : 
a. Mengatur distribusi keuangan. 
b. Berhak memberikan teguran, kritik saran terhadap teller cabang 
dalam rangka memacu produktivitas dan membentuk etos kerja 
profesianal. 
Tanggung jawab : 
a. Bertanggung jawab atas kelancaran distribusi keuangan 
dicabang-cabang. 
b. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo ahir laporan harian kas 
dengan saldo akhir tunai. 
9. Teller Cabang 
Tugas : 
a. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah 
disetujui oleh kepala cabang  
b. Menandatangani formulir-formulir serta slip-slip dari anggota serta 
memasukan data ke komputer. 
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c. Membuat mutasi harian atau laporan kas harian 
Tanggung Jawab :  
Bertanggung jawab atas peralatan dan perlengkapan kerja teller. 
F. Produk BMT RAMAdana Salatiga 
KSPPS BMT RAMAdana mempunyai beberapa produk yang 
terbagi menjadi 2 bagian antara lain : Produk Simpanan (funding), dan 
Produk Pembiayaan (lending). 
1. Produk Simpanan (Funding) 
a. Simpanan Pokok 
Simpanan yang diwajibkan kepada setiap anggota dan 
dilakukan satu kali sebesar Rp. 20.000 sebagai bentuk partisipasi 
keanggotaan Koperasi BMT RAMAdana.Dilakukan dengan 
menggunakan akad Wadi’ah Yad Amanah.Dapat diambil apabila 
ingin keluar dari keanggotaan koperasi. 
b. Simpanan Wajib 
Simpanan yang dilakukan setiap bulan sebesar Rp.10.000 
sebagaikontribusi keaktifan anggota.Dilakukan dengan 
menggunakan akad Wadi’ah Yad Amanah. Anggota koperasi BMT 
RAMAdana yang aktif akan mendapatkan layanan prima dan 
keuntungan SHU yang sesuai. 
c. Sirela (Simpanan Sukarela) 
Kemudahan bertransaksi merupakan prinsip kami dalam 
melayani. Sirela berakad Wadi’ah Yad Dhamanah, BMT 
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RAMAdana akan menginvestasikan dana dan memberikan hasil 
yang menguntungkan sesuai syariah. Penyetoran dan 
pengambilannya dapat dilakukan setiap waktu (jam kerja) dengan 
layanan.Dengan setoran awal minimal Rp.20.000 kemudian 
setoran selanjutnya minimal Rp.5000. 
d. Sahara (Simpanan Hari Raya) 
Simpanan hari raya ini merupakan investasi yang dilakukan 
dengan akad Wadi’ah Yad Dhamanah bisa dimanfaatkan untuk 
persiapan hari raya dimana waktu pengambilan simpanan bisa 
dilakukan pada minggu ke-2 bulan Ramadhan.Dengan setoran awal 
Rp.20.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp.5000. 
e. Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka) 
Investasi simpanan Sisuka berakad Mudharobah Mutlaqoh 
memberikan kemudahan berinvestasi. Dana Sisuka akan dikelola 
dengan penuh amanah dan profesional agar menguntungkan dan 
berkah. Dengan ketentuan: 
- Hasil menguntungkan berdasarkan nisbah bagi hasil 
- Pilihan jangka waktu 3,6, dan 12 bulan 
- Pembukaan rekening minimal Rp.1.000.000 
- Bagi hasil diberikan setiap bulan tunai atau transferrekening 
f. Siqurban (Simpanan Untuk Qurban) 
Siqurban dilakukan dengan akad Wadi’ah Yad Dhamanah, 
anggota dapat memperoleh hasil yang menguntungkan dan sesuai 
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syariah.Setoran pertama minimal 100.000, setoran selanjutnya 
minimal Rp. 10.000, dan bisa diambil 2 minggu sebelum hari raya 
Qurban. 
g. Simprestasi (Simpanan Pelajar Berprestasi) 
Memberikan kemudahan dalam mempersiapkan dan 
memantapkan rencana pendidikan dengan akad Wadi‟ah Yad 
Dhamanah.Simprestasi mempermudah mewujudkan putra-putri 
dalam meraih prestasi.Setoran dapat dilakukan setiap saat, 
pengambilan bisa dilakukan 2 minggu sebelum pendaftaran 
sekolah.Dengan setoran awal Rp.20.000. 
h. Simapan (Simpanan Masa Depan) 
Merupakan produk simpanan dimana anggota penyimpan 
menghendaki nisbah/bagi hasil yang diberikan BMT RAMAdana 
kepada anggota penyimpanan.Dilakukan dengan menggunakan 
akad Wadi‟ah Yad Amanahdengan setoran awal minimal 
Rp.20.000, dengan jangka waktu sesuai yang dikehendaki pemilik 
simpanan. 
i. Siasat ( Simpanan Aset Manfaat) 
Merupakan simpanan yang memang diperuntukan untuk 
tujuan tertentu seperti investasi atau angsuran dimana hanya bisa 
dilakukan pengambilan simpanan setelah ada persetujuan Manajer 
Operasional dengan setoran awal Rp.20.000, dan setoran 
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selanjutnya Rp.5000, dilakukan dengan akad Wadi‟ah Yad 
Dhamanah. 
j. Siserta (Simpanan Penyertaan) 
Merupakan produk simpanan penyertaan bagi para 
pengurus.Pengawas maupun para anggota koperasi 
lainnya.Dilakukan dengan akad Wadi‟ah Yad Dhamanah.Besarnya 
modal penyertaan minimal Rp.5.000.000, dan dengan jangka 
waktu minimal 5 tahun dan selanjutnya sesuai kesepakatan 
penanam modal dan BMT RAMAdana. 
k. Simpanan Haji 
Simpanan Haji dilakukan dengan akad Wadi‟ah Yad 
Dhamanah. Dengan setoran awal minimal Rp.1000.000, dan bisa 
diambil jika dana sudah mencukupi sesuai porsi haji. 
l. Simpanan Umroh 
Simpanan yang disediakan bagi anggota untuk membantu 
mewujudkan niat suci menunaikan ibadah umroh.Dilakukan 
dengan akad Wadi‟ah Yad Dhamanah. Dengan setoran awal 
minimal Rp.1.000.000 dan bisa diambil jika dana sudah mencukupi 
sesuai porsi haji. 
2. Produk-Produk Pembiayaan (Lending). 
a. Perdagangan 
Anggota mendapatkan kemudahan fasilitas pembiayaan yang dapat 
digunakan untuk perdagangan dengan akad Mudharabah, Istishna, 
47 
 
 
 
yang akan semakin memudahkan anggota dalam bertransaksi 
perdagangan guna menambah modal usaha bagi anggota. 
b. Pertanian 
Bagi anggota dengan mata pencaharian sebagai petani dapat 
difasilitasi dengan pembiayaan guna untuk pembelian perlengkapan 
pertanian dengan akad Mudharabah, Muzara‟ah, dan lainnya guna 
memudahkan anggota dalam usaha pertaniannya. 
c. Pendidikan 
BMT RAMAdana juga memberi fasilitas untuk kemudahan 
pembayaran pendidikan keluarga anggota dengan akad Ijarah. 
d. Elektronik 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang 
inginmembeli barang-barang elektronik seperti 
handphone,televisi,mesin cuci,dan lainlain. Dilakukan dengan 
menggunakan akad yang berbasis jual beli seperti Murabahah dan 
Bai‟ Bitsaman Ajil. 
e. Renovasi Rumah 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang ingin 
melakukan renovasi rumah dengan menerapkan akad ijarah untuk jasa 
tukang bangunan dan Murabahah dan Bai‟Bitsaman Ajil untuk 
perlengkapan guna merenovasi rumah seperti 
semen,pasir,genteng,keramik, dan lain lain. 
f. Gadai 
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Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang 
membutuhkan danaincidental dengan cara menjaminkan barang 
berharga miliknya seperti emas,sepeda motor,dan lainnya. Dilakukan 
dengan menggunakan akad Rahn. 
g. Leasing 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang ingin 
memiliki kendaraan bermotor dan pembayarannya dilakukan secara 
berkala.Dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bit 
Tamlik/Ba‟i Bitsaman Ajil. 
h. Property 
BMT RAMAdana juga memberikan fasilitas pengadaan rumah 
guna memenuhi keinginan anggota atas hunian yang diidamkan 
dengan sistem pesan bangun menggunakan akad Istisna. 
i. Kesehatan 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang 
memerlukan layanan kesehatan seperti biaya berobat ke rumah 
sakit,menyewa jasa dokter,dan pembelian obat,dan 
lainnya.Dilakukandengan menggunakan akad Ijarah untuk menyewa 
jasa dokter dan Murabahah untuk pembelian obatnya. 
j. Rumah Tangga 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang 
membutuhkan keperluan rumah tangga.Seperti pembelian Spring 
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Bad,kasur lipat dan lainnya.Dilakukan dengan menggunakan akad 
Murabahah dan Bai‟Bitsaman Ajil. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Mekanisme Pembiayaan Murabahahdan Ba’i Bitsaman Ajil di KSPS 
BMT RAMAdana 
KSPS BMT RAMAdana menyediakan pelayanan pembiayaan  
untuk pembelian barang investasi dengan kontrak jangka pendek. 
Diantaranya penyediaan fasilitas pembiayaan kepada anggota yang ingin 
membeli barang elektronik, melakukan renovasi rumah, atau 
membutuhkan keperluan rumah tangga. Penyediaan fasilitas pembiayaan 
tersebut menggunakan akad Murabahah atau Ba'i Bitsaman Ajil.  
Untuk itu akan penulis jabarkan penjelasan mengenai 
mekanisme/prosedur pembiayaan menggunakan akad murabahah dan ba'i 
bitsaman ajil yang diterapkan di KSPS BMT RAMAdana sebagai berikut : 
1. Prosedur Mitra/Anggota/Mitra Usaha : 
Anggota yang ingin melakukan pembiayaan harus melalui beberapa 
prosedur yang wajib dilaksanakan, beberapa syarat dan prosedur yang 
harus dipenuhi yaitu : 
a. Mitra Usaha harus menyampaikan tujuan meminta bantuan KSPS 
BMT RAMAdana untuk memberikan barang/alat produksi/mesin 
yang dibutuhkan, kegunaan barang tersebut dalam usaha bisnisnya, 
serta sumber dana dan cara untuk melunasi pembelian barang 
tersebut. Diajukan secara tertulis, dengan menggunakan formulir 
yang disediakan oleh KSPS BMT RAMAdana. 
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b. Secara rinci syarat dan isi dari  permohonan pembiayaan yang 
harus mitra usaha lengkapi dan akan dianalisis bagian Unit Support 
(Administrasi Pembiayaan Legal) dari segi yuridis kelengkapan 
dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum dan kelayakan 
jaminan yang diajukan oleh mitra usaha yaitu : 
a) Data pribadi pemohon sesuai dengan ktp.  
b) Data pihak ketiga bisa suami/istri/orang tua/anak. 
Disertai dengan data pendukung yang harus dilampirkan calon 
mitra usaha berupa kelengkapan administrasi, meliputi : 
1) Foto copy KTP calon mitra, suami/istri/orang tua/anak. 
2) Foto copy kartu keluarga 
3) Foto copy surat nikah 
c) Data penghasilan pemohon dan pihak ketiga yang ditunjukkan 
dengan foto copy slip gaji, minimal tiga bulan terakhir dan 
rekening listrik terakhir. 
d) Data agunan / jaminan dan hubungan hukum mitra dengan 
jaminan, dengan keterangan berupa foto copy surat pernyataan 
dari pemilik jaminan.  
e) Tanda tangan pemohon dan pihak ketiga 
f) Surat pernyataan dari pihak ketiga 
Kemudian sebagai keterangan kelengkapan keseluruhan 
syarat yang telah terpenuhi oleh calon mitra usaha, diwujudkan 
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dalam bentuk lembar pemeriksaan yang diisi bagian unit suport 
berupa cek list survey. 
c. Selain syarat informasi administrasi dan legalitas terpenuhi, 
penting bagi calon mitra usaha untuk melampirkan informasi data 
pembiayaan yang diajukan seperti barang/alat produksi/mesin yang 
dibutuhkan yaitu tipe, jumlah, warna, dan ukuran serta 
penjual/supplier termasuk nama, alamat dan telepon supplier 
barang tersebut, serta konfirmasi ketersediaan barang. 
d. Hasil analisis disampaikan kepada Account Officer/Bagian Survey, 
setelah keseluruhan data lengkap prosedur selanjutnya diserahkan 
kepada Account Officer/ Bagian Survey yang bertugas :  
a) Berdasarkan persetujuan MO segera melajukan survey / 
silaturahmi kepada debitur guna menganalisis kelayakan bisnis 
mitra usaha, historis usaha mitra usaha baik dari segi kualitatif 
dan kuantitatif. 
a) Menggali data-data yang diperlukan guna melengkapi 
persyaratan pembiayaan baik dari pihak debitur maupun pihak 
luar. 
b) Melakukan check list jaminan 
c) Melaporkan hasil survey / silaturahmi secara sistematis, terinci 
dan faktual baik secara langsung maupun tertulis. 
b) Jika mitra usaha tidak mempunyai usulan/calon supplier, 
Account officer/Bagian survey berhak mencarikan supplier. 
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e. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan analisis kualitatif 
dan kuantitaf Account Officer / Bagian Survey akan 
mempresentasikannya kepada Komite. Kemudian dari pesentasi 
tersebut akan diambil keputusan sebagai berikut :  
a) Bila permintaan mitra usaha dianggap tidak layak, maka 
seluruh permintaan ini dapat dianggap tidak layak mendapat 
fasilitas murabahah. Seluruh dokumen tidak akan 
dikembalikan pada mitra usaha dan Account Officer bagian 
Survey menyampaikan surat / telepon / SMS  penolakan 
kepada mitra usaha. 
b) Jika permintaan mitra usaha dianggap layak serta memenuhi 
kriteria, komite akan memberikan persetujuan. 
f. Setelah menerima surat persetujuan murabahah mitra usaha 
menyatakan persetujuannya atas seluruh persyaratan yang diajukan 
termasuk melengkapi seluruh dokumen yang diminta KSPS BMT 
RAMAdana. Mitra usaha setuju membayar uang muka. 
g. Prosedur selanjutnya diserahkan kepada manajer pembiayaan pada 
bagian akad dan surat persetujuan sebagai berikut :  
a) Setelah menerima uang murabahah, bagian administrasi 
pembiayaan dapat mengeluarkan surat tanda terima uang. 
b) Bagian administrasi pembiayaan mempersiapkan akad 
murabahah. Pada saat ini dapat sekaligus dilakukan pengikatan 
jaminan dapat berupa barang yang diperjualbelikan ataupun 
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jaminan lainnya. 
2. Pengembalian / Angsuran Pembiayaan 
Cara pengembalian dapat dilakukan dengan cara sekaligus 
ataupun diangsur, ditentukan berdasarkan sifat penghasilan dari mitra 
usaha atau kesepakatan antara KSPS BMT RAMAdana dengan mitra 
usaha, sehingga cara pengembalian pembiayaan bervariasi, yaitu salah 
satu atau gabungan dari : 
a. Mitra membayar sendiri ke KSPS BMT RAMAdana. 
b. KSPS BMT RAMAdana melakukan penagihan pada mitra. 
c. Pemotongan dari simpanan anggota. 
3. Pelunasan dan Pelepasan Jaminan 
Pelunasan adalah selesainya mitra terhadap koperasi. Pelunasan 
tersebut akan berdampak pada dokumen-dokumen penting yang 
diserahkan mitra kepada koperasi, karena itu mitra berhak meminta 
kembali dan koperasi berkewajiban mengembalikannya. 
Jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan 
keadministrasian serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari 
pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan koperasi dan setiap 
pelepasan jaminan, disertai dengan tanda terima pengambilan jaminan 
yang ditandatangani mitra usaha dan saksi-saksi. Untuk menghindari 
resiko yang  tidak  perlu, koperasi tidak meyimpan dokumen jaminan 
yang diserahkan mitra yang  sudah melunasi kewajibannya. 
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4. Sanksi dan Kifarat 
Peraturan di KSPS BMT RAMAdana apabila terdapat mitra 
yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan atau melalaikan 
pembayaran pembiayaannya kepada koperasi maka akan dikenakan 
sanksi berupa kifarat / biaya tagih untuk setiap  keterlambatan. 
Kifarat / biaya tagih tersebut harus disampaikan pada saat 
penandatanganan akad pembiayaan antara mitra dengan koperasi, 
dimana besarnya kifarat / biaya tagih ditentukan oleh pihak manajemen 
KSPS BMT RAMAdana sesuai dengan asas kepatuhan dan toleransi. 
Dana yang diperoleh dari kifarat / biaya tagih  tersebut dimasukkan 
dalam rekening khusus dan diperuntukan untuk dana sosial kebajikan. 
B. AnalisisPenerapan Sharia Compliance / Kepatuhan Syariah Pada 
Mekanisme Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil di KSPS 
BMT RAMAdana Salatiga 
Dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis akan menganalisis sharia 
compliance / kepatuhan syariah pada mekanisme pembiayaan murabahah 
dan ba‟i bitsaman ajil di KSPS BMT RAMAdana berdasarkan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) tentang murabahah. Unsur-unsur 
yang peneliti analisis yaitu prosedur, objek, wakalah, harga, margin, uang 
muka, jaminan, denda atau kifarat, dan potongan pelunasan (muqasah). 
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1. Prosedur pembiayaan murabahah dan ba”i bitsaman ajil 
Ketentuan murabahah untuk anggota dalam Fatwa DSN MUI  
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa : 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
b. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
c. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
d. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, 
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan penulis 
pada saat magang selama dua bulan di KSPS BMT RAMAdana, 
Prosedur pembiayaan murabahah dan ba‟ibitsaman ajil yang 
diterapkan di KSPS BMT RAMAdana sudah sesuai dengan peraturan 
diatas, yaitu anggota mengajukan permohonan ke KSPS BMT 
RAMAdana dan perjanjian pembelian suatu barang, secara tertulis 
dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan disertai dengan 
kelengkapan persyaratan yang ditentukan KSPS BMT RAMAdana. 
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Setelah barang yang diinginkan anggota sudah tersedia sesuai 
dengan kualifikasi yang diinginkan anggota, kemudian pihak KSPS 
BMT RAMAdana menawarkan barang tersebut kepada anggota, dan 
anggota harus membelinya sesuai dengan janji yang telah 
disepakatinya, kemudian membuat kontrak jual beli. 
2. Objek pembiayaan murabahah dan ba'i bitsaman ajil 
Pada implementasinya di KSPS BMT RAMAdana Salatiga, objek 
murabahah dan ba‟ibitsaman ajil, akan dibeli setelah ada anggota yang 
mengajukan permohonan pembiayaan disertai dengan kualifikasinya 
secara spesifik. Kemudian barang dibeli oleh pihak KSPS BMT 
RAMAdana secara langsung atas nama BMT sendiri. Seperti pernyataan 
yang dikemukakan oleh Acount Officer dari KSPS BMT RAMAdana 
Bapak Hanantya Aryana pada saat wawancara dengan penulis bahwa :  
“Apabila ada anggota yang mengajukan sebuah pembiayaan, 
kemudian memberikan kualifikasi yang spesifik. Objek yang 
diinginkan anggota baru akan dibeli dengan atas nama BMT 
terlebih dahulu, kemudian baru dijual kembali kepada anggota 
yang melakukan pembiayaan dengan harga pokok ditambah 
margin yang disepakati bersama.” 
 
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di KSPS BMT 
RAMAdana dalam objek pembiayaan sudah sesuai dengan 
ketentuanFatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah,tercantum bahwa dalam pembiayaan murabahah barang yang 
diperjualbelikan harus : 
a. Tidak diharamkan oleh syariah islam. 
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b. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
3.Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah 
Berdasarkan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan 
spesifikasi yang diinginkan anggota. Kadangkala dalam pelaksanaan 
pembelian objek/barang, KSPS BMT RAMAdana tidak membeli secara 
langsung ke suplier, melainkan dengan mewakilkan langsung ke anggota 
yang melakukan pembiayaan dengan akad wakalah. Seperti pernyataan 
yang dikemukakan oleh Acount Officer dari KSPS BMT RAMAdana 
Hanantya Aryana pada saat wawancara dengan penulis bahwa :   
“Kadangkala untuk pembelian objek murabahah itu 
sendiri, selain pihak BMT yang langsung ke lokasi untuk 
pembelian objek, bisa juga diwakilkan oleh anggota yang 
melakukan pembiayaan dengan akad wakalah, namun masih atas 
nama BMT.” Jadi anggota hanya menyerahkan uang pembayaran 
yang telah disepakati pihak BMT dengan supplier sebelumnya.” 
 
Dalam hal ini DSN membolehkan bank mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank. Sesuai yang tercantum 
pada fatwa  DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu :   
a. Jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 
secara prinsip, menjadi milik bank. 
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4. Penerapan harga, margin, dan uang muka. 
Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis pada saat proses 
magang selama dua bulan dapat diketahui bahwa dalam menerapkan 
harga, KSPS BMT RAMAdana sangat transparan kepada anggota, yaitu 
dengan menyebutkan harga barang awal atau harga pokok yang sesuai 
dengan harga yang dijual oleh pihak ketiga. Kemudian untuk penentuan 
margin menggunakan peraturan dari KSPS BMT RAMAdana sendiri 
yang telah tertulis dalam kebijakan KSPS BMT RAMAdana, serta atas 
dasar kesepakatan dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Seperti 
pernyataan yang dikemukakan oleh Acount Officer dari KSPS BMT 
RAMAdana yaitu Bapak Hanantya Aryana pada saat wawancara dengan 
penulis bahwa :   
“Untuk penerapan marginnya, memang masih tergantung dengan 
jangka waktu, namun selama periode waktu yang sudah disepakati 
antara pihak BMT dengan anggota yang melakukan pengajuan  
pembiayaan, angsurannya bersifat tetap antara angsuran pokok 
dan angsuran marginnya.”  
 
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Margin yang 
digunakan bersifat tetap selama periode waktu yang telah ditentukan. 
Namun penentun margin disini masih tergantung dengan  jangka waktu. 
Teknik perhitungan porsi margin dan harga pokok perbulan yaitu : 
Misalkan nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 1.000.000 selama 
10 bulan, ditentukan margin sebesar 20% dari harga pokok yaitu 
Rp.200.000 dengan angsuran perbulan Rp 120.000  
Total angsuran  = Rp 120.000 x 10 = Rp 1.200.000 
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Margin perbulan  = Rp 200.000 : 10 = Rp 20.000 
Pokok perbulan  = Rp 1.000.000 : 10 = Rp 100.000 
Dengan demikian, untuk setiap pembayaran angsuran sebesar 
Rp.120.000 perbulan terkandung di dalamnya margin sebesar Rp 20.000 
dan pokok sebesar Rp 100.000. Dari teknis perhitungan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa margin yang diberlakukan KSPS BMT RAMAdana 
telah sesuai dengan syariah karena porsi untuk masing-masing margin 
dan pokok harga seimbang dan tetap setiap bulannya.  
Sedangkan uang muka juga diberlakukan dalam pembiayaan ini. 
Uang muka bertujuan untuk melihat keseriusan anggota, apakah 
bersungguh-sungguh dengan pembiayaan yang diajukannya. Uang muka 
yang diberlakukan di KSPS BMT RAMAdana dibayarkan ketika anggota 
akan tanda tangan persetujuan kontrak. Sehingga tanda tangan kontrak, 
penyerahan uang muka, dan penyerahan barang dilakukan pada satu 
waktu yang bersamaan. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh 
Acount Officer dari KSPS BMT RAMAdana Bapak Hanantya Aryana 
pada saat wawancara dengan penulis bahwa : 
“Kalau di KSPS BMT RAMAdana, biasanya uang muka diberikan 
ketika anggota yang melakukan pembiayaan  akan tanda tangan 
akad di kantor. Jadi ke kantor, menyerahkan uang mukanya, tanda 
tangan akad, kemudian barang di serahkan.” 
 
Dalam Fatwa DSN juga diatur mengenai penerapan harga, margin, 
dan uang muka terkait pembiayaan murabahah, sehingga dalam hal ini 
KSPS BMT RAMAdana Salatiga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 
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Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menyebutkan 
bahwa ketentuan harga, margin, dan uang muka sebagai berikut :  
a. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam 
kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
b. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
c. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
5. Jaminan dalam Murabahah dan Ba'iBitsaman Ajil 
KSPS BMT RAMAdana dalam memberikan suatu pembiayaan, 
mensyaratkan adanya jaminan. Fungsi jaminan sendiri dijadikan sebagai 
sumber terakhir pengganti pelunasan pembiayaan, apabila mitra sudah 
tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar, atau mitra melakukan 
tindakan ingkar janji dengan indikasi keculasan dan kesengajaan. 
Walaupun sebelumnya pihak koperasi telah berupaya memberikan masa 
tangguh dan upaya lain agar tidak terjadi pengambilan jaminan sebagai 
sumber pembayaran pelunasan pembiayaan. Jaminan dalam Murabahah 
diperbolehkan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-
MUI/IV/2000 disebutkan bahwa : 
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a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang. 
Dalam SOP KSPS BMT RAMAdana, ada beberapa bentuk 
jaminan yang disyaratkan di KSPS BMT RAMAdana diantaranya :  
a. Jaminan utama  
1) Benda tak Bergerak (tanah dan bangunan). 
Berdasarkan hak kepemilikan atas tanah, maka terbagi menjadi : 
a) Akta jual beli  
Bukan merupakan tanda kepemilikan hak atas suatu tanah. 
Untuk jaminan ini, pemohon wajib melengkapi Surat 
Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang diketahui oleh 
Lurah/kepala Desa dan Camat dimana jaminan tersebut berada. 
Surat ini menjelaskan sejarah pemindah alihan tanah sejak 
tahun 1961. Akta jual beli yang dijadikan jaminan untuk 
pembiayaan yang berjangka lebih dari 1 tahun kepada pemohon 
disyaratkan untuk sertifikasi. 
b) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai. 
Untuk sertifikat selain hak milik, maka kepemilikan tanah 
mempunyai jangka waktu tertentu. 
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Untuk jaminan tanah beserta bangunan namun tidak disertai 
dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB), maka yang 
dinilai oleh petugas penilai Appraiser hanya tanahnya saja. 
2) Benda bergerak (kendaraan, mesin, tagihan). 
Kebijakan KSPS BMT RAMAdana tentang jaminan berupa 
kendraan bermotor adalah : 
a) Usia kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil niaga) 
maksimal 7 tahun dan (mobil sedan) maksimal 10 tahun 
terhitung pada saat calon mitra mengajukan pembiayaan ke 
koperasi. 
b) Apabila kepemilikan kendaraan bermotor tersebut bersaal dari 
pihak lain yang dibeli oleh calon mitra dan belum dibalik 
nama, maka calon mitra wajib menyertakan bukti transaksi asli. 
c) Mesin dan tagihan hanya merupakan jaminan tambahan. Calon 
mitra tetap wajib menyerahkan jaminan materi. 
3) Benda tak berwujud (simpanan berjangka dan tabungan) 
a) Jaminan simpanan berjangka ini dapat diterima apabila calon 
mitra menyerahkan bilyet / sertifikat simpanan berjangka asli 
yang diterbitkan oleh koperasi / bank yang bersangkutan dan 
telah dikonfirmasi kepada koperasi / bank penerbit. 
b) Jaminan tabungan dapat diterima apabila calon mitra adalah 
penabung aktif yang terlihat dari mutasi rekening 
tabungannya. 
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c) Jaminan gaji, ATM dan buku tabungan yang ada ikatan secara 
legal terhadap keberadaannya dalam memperoleh penghasilan 
atau tempat dimana debitur bekerja. 
b. Jaminan tambahan  
1) Borgtocht, yaitu garansi atau jaminan kepercayaan yang diberikan 
oleh pihak ketiga terhadap calon mitra atas pembiayaan yang 
diajukan kepada koperasi. 
2) Avalist, adalah jaminan yang berupa uang giral seperti cek, giro, 
dan wesel. 
1. Nilai agunan 125% dan sekurang-kurangnya sebanding dengan 
nominal pembiayaan yang diajukan oleh calon mitra. 
2. Kepemilikan jaminan materiagunan harus milik keluarga inti 
(suami/istri, anak, orang tua pemohon atau pemohon itu 
sendiri). 
3. Penandatangan pengikatan jaminan materi agunan berdasar 
atas hak yaitu dilakukan oleh pemilik sebagaimana tertera 
dalam bukti kepemilikannnya. 
6. Sanksi denda dan Kifarat 
Jangka waktu dan tanggal angsuran pembiayaan di KSPS BMT 
RAMAdana telah disepakati saat akad pembiayaan murabahah  atau ba‟i 
bitsaman ajil dibuat, apabila mitra yang mampu akan tetapi menunda-
nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada BMT, 
akan dikenakan sanksi berupa kifarat / biaya tagih untuk setiap  
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keterlambatan. Kifarat / biaya tagih tersebut besarannya ditentukan oleh 
pihak manajemen KSPS BMT RAMAdana sesuai asas kepatuhan dan 
toleransi dan harus disampaikan pada saat penandatanganan akad 
pembiayaan antara mitra dengan BMT.  
Dana tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan 
diperuntukan untuk dana sosial kebajikan. Dalam Fatwa DSN juga diatur 
mengenai denda dalam pembiayaan murabahah, bahwa denda tersebut 
akan masuk ke dana sosial bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa 
KSPS BMT RAMAdana Salatiga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 
Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang denda dalam pembiayaan 
murabahah. 
7. Potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah 
Kebijakan yang sekaligus dapat menjadi keunggulan dari  KSPS 
BMT RAMAdana, sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 
calon anggota maupun  calon mitra, yaitu kebijakan yang diberikan 
kepada mitra yang mempercepat pelunasan pembiayaan dari jangka 
waktu pembiayaan yang telah disepakati bersama. Berupa pemberian 
potongan, potongan tersebut direalisasikan dalam bentuk pembebasan 
biaya pembagian margin bagi sisa angsuran selanjutnya. Jadi mitra hanya 
berkewajiban membayar angsuran biaya pokoknya saja. Seperti 
pernyataan yang dijelaskan Acount Officer dari KSPS BMT RAMAdana 
Bapak Hanantya Aryana pada saat wawancara dengan penulis bahwa : 
“Untuk bonus bagi anggota yang melunasi angsuran lebih cepat, 
sebelum jatuh tempo, di KSPS BMT RAMAdana ini, diwujudkan 
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dalam bentuk pembebasan angsuran margin, jadi hanya membayar 
kekurangan dari harga pokok barang saja.” 
 
Potongan pelunasan yang diterapkan dalam pembiayaan 
murabahah ini, tidak dijanjikan ataupun tertulis di akad pembiayaan 
murabahah, melainkan apabila mitra menanyakan hal tersebut akan 
dijelaskan oleh pihak KSPS BMT RAMAdana. Dalam hal ini sudah 
sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 
tentangpotongan pelunasan dalam Murabahah dimana potongan 
pelunasan diperbolehkan asal tidak diperjanjikan dalam akad.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang diangkat penulis mengenai “Analisis Sharia 
Compliance pada Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil di KSPS 
BMT RAMAdana Salatiga, dapat diambil kesimpulan bahwa :  
1. Dalam implementasi mekanisme atau prosedur akad murabahah dan 
ba’i bitsaman ajil, KSPS BMT RAMAdana sudah sesuai dengan fatwa 
DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan 
mitra/anggota/mitra usaha mengajukan permohonan pembiayaan 
kepada KSPS BMT RAMAdana untuk memberikan barang/alat yang 
dibutuhkan, sesuai klasifikasi. Diajukan secara tertulis, dan 
melengkapi data-data yang dibutuhkan. 
2. Mengenai Sharia Compliance yang diamati  dalam penelitian ini, 
untuk pemenuhan objek/barang KSPS BMT RAMAdana melakukan 
pembelian setelah mitra/anggota melakukan pengajun pembiayaan, 
dengan atas nama BMT sendiri atau dengan diwakilkan menggunakan 
akad  wakalah sesuai fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. 
Selain itu dalam Fatwa DSN NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang 
muka dalam murabahah, sudah diatur mengenai penerapan harga, 
margin, dan uang muka terkait pembiayaan murabahah, sehingga 
dalam hal ini KSPS BMT RAMAdana Salatiga sudah sesuai dengan 
prinsip syariah Fatwa DSN MUI. Selanjutnya DSN-MUI No. 4/DSN-
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MUI/IV/2000 tentang Murabahah membolehkan bank meminta 
jaminan kepada nasabah yang dibiayai. Hal tersebut diterapkan dalam 
pembiayaan di KSPS BMT RAMAdana. Denda atau kifarat, juga 
diberlakukan di KSPS BMT RAMAdana, hal ini diperbolehkan dalam 
Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi denda 
dalam pembiayaan murabahah. Kemudian potongan pelunasan 
(muqasah), KSPS BMT RAMAdana sudah sesuai dengan prinsip 
Kepatuhan Syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN No 23 Tahun 
2002, dimana potongan pelunasan diperbolehkan asal tidak 
diperjanjikan dalam akad. 
B. Saran  
Beberapa saran yang dapat penulis ajukan terkait dengan fasilitas 
pembiayaan murabahah dan ba‟i bitsaman ajil yang diberikan KSPS BMT 
RAMAdana Salatiga adalah sebagai berikut :  
1. KSPS BMT RAMAdana diharapkan dapat mempertahankan kepatuhan 
syariah / sharia compliance yang telah terpenuhi dengan baik, baik 
dalam kegiatan operasional maupun pemberian fasilitas pendanaan 
maupun pembiayaan salah satunya adalah dalam pemenuhan fasilitas 
pembiayaan dengan akad murabahah dan ba'i bitsaman ajil. Penulis 
juga mengharapkan Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi 
seluruh kegiatan dan produk-produk di KSPS BMT RAMAdana dapat 
mempertahankan kinerja terbaik yang telah dicapai selama ini. 
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2. Agar pemenuhan Sharia Compliance / Kepatuhan Syariah di KSPS 
BMT RAMAdana lebih sempurna perlu ditinjau kembali dalam 
penentuan margin yang diatur dalam ketentuan kebijakan yang 
diterapkan. 
3. Saran penulis untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mencari 
indikator lain sebagai alat ukur dari variabel yang diteliti mengenai 
sharia compliance yang akan diteliti, serta menggunakan metode 
penelitian yang berbeda.  
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